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Abstract

Mashlabah mursalah is one of the sources of Islamic law whose legitimacy has been debated among
scholars. Therefore, it is necessary to further examine al-Mashlabah al-Mursalah, particularly focusing
on the implications and consequences of its application in practice. This article employs a library
research method, using content analysis and practical analysis of various references related to al-
Mashlabah al-Mursalah. The conclusion of this discussion is that the implications of this method
greatly contribute to the development and resolution of contemporary Islamic legal issues. However,
despite its importance, there are negative consequences that must be anticipated, as al-Mashlabah al-
Mursalah has the potential to be misused by certain groups to justify their own opinions.
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Abstrak

Mashlahah murasalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperdebatkan oleh para ulama
tentang kehujjahannya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengnai
mashlabab murasalah ini yang berfokus kepada impilkasi dan konsekuensi dati praktek mashlabab
mursalah ini. Metode dalam artikel ini menggunakan jenis kepustakaan dengan analisis konten dan
analisis praktis dari berbagai referensi yang berkaitan dengan mashlabah mursalah. Keimpulan dalam
pembahasan ini adalah implikasi dari metode mashlabah mursalah ini sangat membantu dalam
perkembangan dan pemecahan permasalahan hukum Islam dalam zaman kontemporer ini. Namun,
dibalik pentingnya keberadaan mashlahah mursalah ini, ada konsekuensi negatif yang perlu diwaspadai,
karena mashlahah ini berpeluang untuk dijadikan pemebenaran oleh suatu golongan untuk mendukung
pendapat mereka.

Kata Kunci: Mashlahalh Mursalah, Hukum Islam, Implikasi, Konsekuensi, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Menetapkan sebuah ketentuan hukum Islam tentu diperlukannya sumber-
sumber hukum sehingga hukum dapat dibuat dan diamalkan sebagaimana mestinya
sesuai dengan kehendak Syari’ atau yang dikenal dengan maqashid syari’ah. Sehingga
ketentuan hukum tersebut bisa menyentuh ke dalam hati umat dan tentunya dengan
demikian nilai-nilai dari syari’at dapat dengan mudah tercapai, karena umat
melaksanakan ketentuan hukum penuh dengan kesadaran dan pemaknaan dari
hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang ada pada Islam ternyata ada yang
disepakati oleh para ulama yaitu; Alquran, hadis, ijma’ dan qiyas, dan ada pula yang
diperselisihkan tentang keberadaannya, pemaknaannya, serta batasan yang berbeda
tentang pemkaiannya, (Muslimin 2019) salah satunya adalah mashlahabh mursalab.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, washlahah mursalah  telah
digunakan oleh para ulama untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada dalil
khususnya, bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah mempraktekkannya, yaitu
tanah hasil perang di Irak dan Syam tidak dibagikan kepada prajurit, melainkan
dikelola demi kemaslahatan umum. (Ridwan 2018) Hal ini menunjukkan bahwa
mashlabah  mursalah memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menyelesaikan
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problematika yang dihadapi umat Islam sepanjang zaman. Kemudian pada akhirnya
mashlabah mursalah ini dikonsep oleh imam Malik sebagai salah satu sumber hukum
Islam.

Mashlabah mursalah ini telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Namun
bisa dikategorikan kepada empat kategori. Pertama, membahas mengenai konsep dan
pendapat para ulama seperti yang ditulis oleh Arifin (Arifin 2024), Aminudin
(Aminudin, Panjaitan, and Lubis 2024), Syamsuddini (Syamsuddini 2022) dan Hafidz
Syuhud  (Hafidz Syuhud and Kawakib 2022). Kedua, membahas mengenai
pengamalan mashlahab mursalah pada perekonomian seperti yang ditulis oleh Farid
Wajdi (Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis 2023), Nursantri Yanti (Yanti 2022), Dedi
(Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi 2022) dan Khoirul Anam (Khoirul Anam 2022).
Ketiga, membahas mengenai praktek mashlahah pada pemerintahan seperti yang ditulis
oleh Warsito (Warsito and Syafruddin Syam 2024), Almirah (Almirah Meida Risfina,
Haqi, and Rosyad 2015), Dani Habibi (Habibi et al. 2024). Keempat, membahas
mengenai praktek mashlahah pada perkawinan seperti yang ditulis oleh Hidayat
(Hidayat and Saepullah 2019), Mesraini (Mesraini 2022).

Penelitian yang telah dikategorikan tersebut pada umumnya mempunyai
persamaan dengan penelitian pada artikel ini. Persamaannya adalah mengeksplor
semua konsep wmashlahah musrsalah serta perbedaan pendapat ulama tentang
keberaddan mashlahalh mursalah. Perbedaannya terletak pada, bahwa semua artikel
selain yang ada tersebut pada umumnya menjadikan alternatif lain dari istinbath
hukum, namun pada artikel ini akan mengungkap permasalahan implikasi dan
konsekuensi dari pengamalan mashlahah mursalah ini, bahwa karena mashlahab nursalah
ini sangat bebas, maka ada konsekuensi negatif dari kebebasan mashlahah nursalah
tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa alasan sebenarnya kenapa
para ulama bebeda pendaapat tentang kehujjahan mashlahah mursalah ini terutama
imam Syafr’i, yang dilihat dari aspek impilkasi dan konsekuensi dari praktek mashlabah
mursalah Penelitian ini penting dilakukan karena mashlabab mursalah adalah salah satu
yang urgen dalam perkembangan hukum Islam, agar mashlabah mursalah ini tidak
disalah pakaikan oleh oknum yang ingin mencari helah dalil dalam menjalankan
urusannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka menggunakan pendekatan
kualitatif, dengan mengumpulkan berbagai literatur yang menyangkut konsep
mashlabah mursalah dan pemakaiannya dalam perkembangan hukum Islam di zaman
kontemporer, serta ditambah dengan tulisan yang mendukung lainnya. Analisis data
yang dilakukan adalah dengan analisis konten dari semua literatur yang didapatkan,
serta ditambah dengan analisis praktis pada istinbath hukum dengan mashlahah
mursalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mashlahah

Secara bahasa, kata mashlahah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata gl
yang berarti "baik," "manfaat," atau "kebajikan." (Yusuf hadziq and Kawakib 2015)
Dalam bentuk kata ketja, shalaha berarti "memperbaiki" atau "menghasilkan
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kebaikan," (Bahruddin 2024) sementara kata mashlabah adalah bentuk isim (kata
benda) yang berarti "kebaikan," "kemanfaatan," atau "kemaslahatan. (Firdaussiah and
Masrokhin 2024) Mashlahah ialah konsep hukum Islam yang merujuk pada
kemaslahatan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau hukum.
(Risdianto 2021) Dalam konteks hukum Islam, mwashlabah menjadi prinsip penting
dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah
kerugian bagi individu maupun masyarakat. (Rohmati, Anggraini, and Widiastuti
2018) Mashlahah berfungsi sebagai dasar dalam ijtihad, terutama ketika menghadapi
masalah yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran maupun Hadis. (Mustofa
2017)
Mashlahah menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi ialah:
S 2 il 3 ¢ B e e Al

-~ 2

“Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan
makhluk.”
Menurut Imam Ar-Razi mashlahah adalah:

, .z B AP _ s
s s ok 3 eslead STH BN Tl gl Bl 52 Sle WL

5 b hiss
“Mashlahalh adalab perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintabkan oleh musyarri’
(Allah) kepada  hambalNya tentang  pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya,
keturunannya, dan harta bendanya’.
Sedangkan mashlahah menurut Imam Al-Ghazali:

co iolaziie 1z 12 LN adclre - andzlcll E)
Bfmgbj\;\w?lo&y\“éoj\ﬁggf_ew\u\

Z.

“Mashlahah ~ pada  dasarnya ialah  meraih manfaat dan  menolak  madarat.”.

(Amiruddin 2009)

Berdasarkan tiga defenisi tersebut, dapat dipahami bahwa dasar dari mashlahah
ini adalah menolak atau menghilangkan mudarat dalam bentuk apapun, serta
mengambil peluang manfaat sebaik-bainya. Sehingga maqashidusy syari’ah (tujuan
syara’) dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya dan tentunya dapat diamalkan serta
dipahami dengan semaksimal mungkin.

Macam-Macam Mashlahah

Mashlababh ini, jika dilihat dari berbagai aspek, maka mashlahah akan terbagi
berdasarkan aspek-aspek tersebut, yakni.

Berdasarkan aspek prioritas penggunaannya, mashlahat dibagi kepada tiga
macam, yaitu:

Mashlahah  al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada
lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara
keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan a/-mashalib al-
khamsah.
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Mashlabah  al-Hajiyah  adalah  keuntungan yang diperlukan  untuk
menyempurnakan penggunaan dasar sebelumnya dalam bentuk keselamatan, karena
itu adalah kebutuhan dasar manusia, atau dengan kata lain, mashlahat yang
dibutuhkan orang ketika mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Misalnya,
bidang ibadah, melanggar puasa pelancong, konyol. Di daerah Muamara, hewan bisa
berburu dan makan makanan lezat

Mashlahah al-Tabsiniyah adalah bentuk kebebasan yang saling melengkapi yang
dapat mengisi keuntungan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk makan,
berdandan, berdandan, bermain dengan baik, melakukan beberapa Santa, lakukan
sebagai latihan tambahan, dan menghilangkan kotoran dari tubuh manusia.. (Harun
1997)

Ketiga kemashlahatan yang telah dijelaskan tersebut perlu dibedakan, agar
seorang muslim bisa menentukan prioritas ketika mengambil suatu kemashlahatan.
Kemashlahatan a/-dbaruriyah harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan Aajzyab,
dan begitu juga dengan kemashlahatan Aajiyah lebih didahulukan dari kemashlahatan
tabsiniyah.

Jika mashlabah dilihat dari aspek kandungannya, maka ulama ushul figh
membagi kepada:

Mashlabah  al-‘Ammah, yakni mashlabah yang pemeliharaannya bertujuan
menentukan kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau sebagian besar
masyarakat, tanpa melihat kepada satuan-satuan individu dari mereka. (Miqa 1985)
Misalnya penggusuran beberapa urmah penduduk karena akan diperluasnya aliran
sunggai, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Mashlahah al-Khashah, yakni mashlahah yang pemeliharaannya bertujuan untuk
menentukan kebaikan serta kesejahteraan yang bersifat individuil; dari yang bersifat
individuil ini mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif,
(Miga 1985) Seperti ambulan menerobos lampu merah atau macet di jalan raya
karena untuk menyelamatkan pasien yang sedang kritis.

Pembagian kedua kemashlahatan ini bertujuan untuk menentukan prioritas
mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan pribadi bertentangan
dengan kemashlahatan umum. Pada pertentangan kedua kemashlahatan ini,
didahulukanlah kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan peribadi.

Kemudian, mashlabah jika dilihat dari aspek berubah atau tidaknya,
Muhammad Mushthafa al Syalabi membagi kepada dua bentuk, yaitu;

Mashlahah al-Tsabitah, adalah kemashlahatan yang mempunyai sifat tetap, tidak
akan berubah sampai akhir zaman. Contoh, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat,
puasa, zakat dan haji.

Mashlahah  al-Mutaghayyirah, —yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah
berdasarkan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan ini
berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan, seperti pada masalah
makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. (Al-Syalabi
n.d.)

Dilihat dari aspek pandanganan mashlahah menurut syara’ terbagi kepada;

Pertama; Mashlabah al- mu'tabarab, yaitu kemashlahatan yang ditegaskan oleh
syara’, baik dari alQur’an maupun hadits. (Shalih 1968) Maksudnya, adanya dalil
khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk
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memelihara jiwa, disyari’atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya
dengan segaja dan bukan karena haknya (QS. 2: 179).

Ulama memegang manfaat Mu'tabaraah, penggunaannya termasuk dalam
kegiatan Qiyas. Oleh karena itu, tampaknya tepat ketika Husein Hamid Hasan
mengatakan bahwa mashlabat mu'tabarat ke arah ini dimasukkan dalam pembahasan
Qiyas. Dengan kata lain, penggunaan mashlahaat untuk membangun hukum adalah
qiyas sendiri. (Hasan 1971)

Kedua; Mashlahah al-Mulghah, adalah kemashlahatan yang ditolak oleh syara’,
disebabkan bertentangan dengan ketentuan syara’, dengan artian bahwa mashlahat
tersebut dibatalkan oleh dalil syari’at atau dilarang penggunaannya. (Shalih 1968) Hal
pembatalan ini terjadi karena disebabkan manfaatnya lebih kecil daripada
mudharatnya atau bias jadi karena manfaatnya bisa menimbulkan mudharat. Maka
mashlahat seperti ini dikatakan mulghah (tidak terpakai) oleh syari’at. Seperti syara’
mengatakan bahwa suami istri yang melakukan hubungan badan di siang Ramadhan
mendapat hukuman, yaitu dengan memerdekakan budak, atau dengan berpuasa dua
bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin.
Namun, Al Laits ibn Sa’ad (94-175H/ahli figh Maliki di Spanyol), memberikan
hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang pejabat di Spanyol yang
berhubungan badan dengan istrinya pada siang Ramadhan. Ulama memandang,
bahwa hukum tersebut bertentangan dengan teks hadits Rasulullah, karena hukuman
itu harus diterapkan secara berturut-turut. Bahwa apabila tidak sanggup
memerdekakan budak, maka memberi makan fakir miskin 60 orang, kalau tidak
sanggup juga maka berpuasa dua bulan penuh berturut-turut. Karena itu, ulama ushul
figh memandang bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari
pada memerdekakaan budak merupakan kemashlahatan yang dianggap bertentangan
dengan kehendak syara’, maka disimpulkan hukumnya batal. Kemashlahatan seperti
ini, menurut kesepakatan ulama, disebut dengan mashlahah al-mnlghah dan tidak bisa
dijadikan sebagai landasan hukum. (Misran 2016)

Contoh lainnya, seperti dalam minuman khamar tersebut ada manfaat yang
ternyata bisa meransang jiwa menjadi lebih kuat dan berani; begitu juga dengan
permainan judi ada manfaatnya, bahwa judi bisa dijadikan sebagai sarana usaha untuk
kehidupan. (Misran 2016) Tapi khamar dan judi itu adalah larangan syara’ yang secara
tegas. Mashlahat yang terkandung pada khamar dan judi tersebut adalah mashlahat
mulghah, yakni mashlahat yang dibatalkan oleh syari’at.

Maka disimpulkan, mashlabah seperti ini tidak bisa menjadi pertimbangan
ketika melakukan ijtthad untuk merumuskan hokum, dikarenakan syariat itu sendiri
tidak menerimanya sebagai suatu mashlahat yang mu'tfabarah. Misalnya, meminum
arak ada manfaatnya, al-Qur’an sendiri yang mengakuinya. Akan tetapi sebagaimana
juga yang dinyatakan oleh al-Qur’an sendiri, bahwa ternyata manfaatnya jauh lebih
kecil dibandingkan dari pada mudharatnya, dan pada akhirnya khamar sendiri telah
langsung diharamkan oleh syar’. Berdasarkan hal itu, mashlahat yang seperti ini tidak
bisa dianggap sebagai mashlahat seperti yang dimaksudkan oleh syari’at.

Ketiga; Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak
didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.
Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan
ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlag, yang tidak memiliki
kaitan atau gantungan khusus pada teks syari’at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat
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seperti ini disebut dengan Istislah, (Al-Ghazali 1997) sementara Abdul Wahab Khalaf
menamakannya dengan Munasib Mursal. (Khalaf 1994) ‘Ali ‘Abd Rabbih
mendefinisikan mashlahat mursalah yaitu “gambaran menetapkan suatu hukum
berdasarkan mashlahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas
dalilnya dari syart’, diterima atau ditolak oleh syara’. (Rabbih 1980)

Mashlahah Mursalah
Pengertian Mashlahah Mursalah
Ada beberapa pengertian Mashlahah Mursalah menurut beberapa tokoh, yaitu:

Al-Ghazali

Ot el i WL Y 5 O3l & 5l (e ad gl al L
“Apa-apa (mashlabah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash
tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerbatikannya.”

As-Syaukani
s piel gl olaldl t_.?l‘-ﬁll O alag Y ‘él;l'l S

“Mashlahah  yang  tidak  diketabui  apakah  syari’  menolaknya  atan
memperhitungkannya”

Ibnu Qudamah
Cpma e Yy Juagd 4l aely ol
“Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak

pula yang memerhatikannya”

Yusuf Hamid al-Alim
Wi Y Yy i Y g 52l 3y ol e

“Apa-apa (mashlahab) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya,
Jjuga tidak untuk memerbatikannya”

Jalaluddin Abd ar-Rahman
lal WU o) te Wl ala Joal Ld 2l Wy LA acalid 300l mlladl)

Mashlabab yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk
tertentu yang membnfktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Abdul Wahab al-Khallaf
L,l.nL'w.'i'l‘__'“_'E j.l ].A_Jlal_"u:-\a' .J:_J.‘n E:_;Lﬂ' Oe A ,.'.-‘q_-;l..m I'E-I'I'

Mashlahah mursalah ini ialah mashlabah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk

mengakuinya atau menolaknya (Khallat 2002)
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Muhammad Abu Zahrah
eVl o jlie WL als Lol L 2l ¥ g e 5 LD salial L) mlladdl o

Mashlabab yang selaras dengan tujnan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentn

yang membuktikan tentang pengakuannya atan penolakannya (Zahrah 2005)

Berdasarkan definisi tentang mwashlahah mursalah tersebut, jika dilihat dari segi
redaksi nampak adanya perbedaan, namun jika dilihat dari segi maksudnya pada
hakikatnya ada suatu kesamaan yang menjadi dasar, yaitu bahwa mashlahah mursalah
merupakan penetapan hukum Islam pada hal yang sama sekali tidak disebutkan
dalam teks Alqur’an ataupun Sunnah, dengan berdasarkan pertimbangan untuk
kemaslahatan berupa kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas
menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Hakikat dari mashlahah mursalah ialah berdasarkan sesuatu yang baik menurut
akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan atau menghindarkan manusia
dari keburukan. (Omar and Muda 2017) Sesuatu hal yang baik menurut akal idealnya
sesuai dengan magqashid syari'ah dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada dalil
syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk dalil syara’ yang
mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan
Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa mashiahah adalah
perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mengedepankan
kebaikan masyarakat serta mencegah kejahatan sosial seperti korupsi. (Dusuki and
Abdullah 2007)

Konsep Dasar Mashlahah Mursalah

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa tujuan hukum Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu untuk mendapatkan manfaat, sekaligus
untuk menolak munculnya kemudaratan, juga agar bisa melepaskan diri dari beragam
kesulitan. Namun, ruang dan waktu mempengaruhi terhadap kemaslahatan manusia,
karena sesuatu yang dipandang mengandung mashlabah saat ini belum tentu
dipandang mashlahah pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya,
sesuatu yang dianggap mashlahah oleh seseorang belum tentu juga dianggap mashlahah
yang sama oleh orang lain. Maka, kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan
menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa)
menghendaki terjadinya perubahan, yang hal ini sesuai dengan kaidah;
Sl Ole¥l pam pl5N1 247 Untuk itu, jumhur (mayoritas) ulama berpendapat
bahwa mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbat hukum
selama tidak ditemukan nash tentang suatu permasalahan, atau ijmak (konsensus)
ulama, qiyas (analogi) dan istihsan. (Khallaf 2002)

Kesimpulannya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status
suatu  hukum, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan
mengidentifikasinya dalam nash, jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai
dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan
konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan
maka digunakan giyas, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika
qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode istihsan.
Akhirnya, jika istthsan tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan washlahab
mursalah.
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Adapun dasar untuk menjadikan mashlabab mursalah ini sebagai dalil hukum
berdasarkan pada dalil ‘aqli (rasio), yaitu;

Para sahabat Rasul telah melakukan penghimpunan Alquran dalam satu
mushaf. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran Alquran bisa hilang atau luput
dari hafalan. Sementara petunjuk Rasul SAW. tentang hal itu tidak ditemukan.
Sehingga upaya dari pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi
untuk kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah
menerapkan mashlahah mursalah, meskipun secara teknis istilah tersebut belum
melembaga saat itu. (Zahrah 2005)

Para sahabat Rasul menggunakan mashlabah mursalah berdasarkan kesesuaian
dengan tujuan syara’, schingga akibatnya harus diamalkan sesuai dengan tujuannya
tersebut. Jika mengesampingkan mashlahah mursalah berarti telah mengenyampingkan
tujuan syara’ dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh
karenanya, berpegang pada maslahat adalah sebuah kewajiban, karena maslahat
adalah pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan
pokok lainnya. (Zahrah 2005)

Tujuan pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
Sementara kemaslahatan itu sifatnya senantiasa berubah, sesuai dengan situasi serta
kondisi manusia. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak
direspon dengan ketetapan yang sesuai (kecuali hanya terpaku pada dalil yang
menjelaskannya) maka kemaslahatan tersebut akan bisa hilang dari kehidupan, serta
akan tidak berkembanglah hokum Islam. Sementara sikap yang tidak memperhatikan
perkembangan maslahat tersebut tidak sejalan dengan intensi hukum. (Sya’ban 1965)

Dengan demikian, dasar pemikiran konsep mashlahah mursalah ini adalah
realitas kehidupan sosial masyarakat, bahwa syariat Islam dalam segala perangkat
peraturan dan hukumnya menuju kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu sesuatu
yang menjadi kepentingan dan sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam
kehidupannya. Maka segala upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah
kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan dalam setiap aspek
kehidupan dan secara jelas telah diatur dalam syariat yang diturunkan oleh Allah
SWT. kepada semua rasulNya, sechingga hal tesebut menjadi sasaran utama hukum
Islam. (Rahman 1994)

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan
hukum Islam fleksibel, sehingga bisa diimplementasikan dalam setiap masa, di setiap
lingkungan sosial serta komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup
penerapan hukum maslaha ini hanya terbatas pada bidang mu’amalah, (Rahman
1994) sepanjang masalah itu masuk akal dan tidak bertentangan dengan pokok ajaran
agama, maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu’amalah menjadi penting.

Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat (KKhallaf 2002):

Pertama; Mashlahah harus bersifat nyata atau pasti, bukan hanya sckedar
mashlahah yang diduga atau diasumsikan. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk
menunjukkan bahwa penciptaan hukum dalam sebuah kasus memberikan manfaat
dan menghindari mafsadat. Sementara itu, jika hanya ada dugaan bahwa pembuatan
suatu hukum mendatangkan manfaat tanpa memperhitungkan risiko yang muncul,
maka hal ini didasarkan pada kemaslahatan yang bersifat spekulatif.
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Kedua; Kemaslahatan yang diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan
kemaslahatan diri sendiri atau kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk
menunjukkan bahwa pembuatan aturan dalam suatu perkara benar-benar membawa
dampak positif bagi banyak orang atau melindungi mereka dari risiko, dan bukan
semata-mata kemaslahatan satu orang atau segelintir orang saja yang jumlahnya
sedikit.

Ketiga; Kemaslahatan tersebut sesuai dan mendukung magqashid al syari’ah
dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Kalau mshlahah yang bertentangan
berarti masuk kedalam mashlahah mulghah.

Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Dalam kehujjahan  mashlahah mursalah terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama ushul (Khoirul Anam 2022) diantaranya:

Mashlahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama
syafi’iyah, ulama-ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan
(Khallaf 2002):

Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, karena syari’at selalu
mempertimbangkan kesejahteraan umat manusia. Setiap aspek kemaslahatan manusia
selalu menjadi perhatian syariat melalui bimbingannya. Pengembangan hukum Islam
yang hanya berlandaskan pada kepentingan semata sama dengan memberikan celah
bagi pemenuhan nafsu.

Al Ghazali berpendapat, bahwa mashlahah mursalah yang dapat dijadikan
sebagai dalil hanya mashiahah yang bersifat dharuriyah. Sedangkan mashlahah yang
bersifat hajjiyah dan bersifat tahsiniyah maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Sedangakan Imam Malik menjadikan washlahah mursalah sebagai dalil hukum
syara’. Pendapat Imam Malik ini juga ditkuti oleh Imam Haramain. Mercka
mengemukakan argumen sebagai berikut:

Teks-teks syara’ menegaskan bahwa hukum Islam dibuat untuk mewujudkan
kebaikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, berargumentasi dengan konsep
maslahah mursalah selaras dengan sifat dasar hukum Islam, prinsip-prinsip utamanya,
dan maksud dari penetapannya.

Kemashlahatan manusia dan bagaimana cara mencapainya itu sangat dinamis,
mengikuti perbedaan lokasi dan situasi yang ada. Apabila hanya terpaku pada standar
kemashlahatan yang tertulis secara tekstual, sama saja dengan membatasi hal yang
sebenarnya sudah Allah berikan kelonggaran. Tindakan ini juga berarti mengabaikan
berbagai potensi kemashlahatan bagi umat manusia, dan jelas bertentangan dengan
prinsip dasar dalam syariat.

Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak
melakukan ijtihad berdasarkan mashlahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari
mereka. Karenanya ini merupakan ijma’. (Suwarjin 2012)

Ibnu Al Qayyim berkata: “Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang
yang betlebih-lebihan dalam memelihara mashlahah mursalah, sehingga mereka
menjadikan syari’at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan
hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk
menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan
diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, schingga mereka
memperbolehkan sesuatu yang menafi’kan syari’at Allah dan mereka memunculkan
kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas”. (Khallaf 2002)
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Berdasarkan berbagai penjelasan tentang mashlabab mursalah ini, penelarang
hukum Islam menjadi sangat berkembang. Sesuai dengan maksud dari magashid
syariah, yaitu nilai-nlai sebenarna yang terkandung dalam syariat. Maka mashlahah
mursalah dengan konsepnya yaitu dengan memperhatikan mnfaat seluas-luasnya dan
menghindari mudarat juga dengan seluas-luasnya. Maka mashlabah  mursalah
keberadaannya menjadi sangat urgen dalam mengeksplor semua dalil demi
tercapainya nilai-nilai yang diinginkan oleh syara’.

Relevansi Mashlahah Mursalah terhadap Isu Kontemporer

Relevansi kontemporer washlahah mursalah sangat berarti, terutama dalam
menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Berikut adalah beberapa poin
yang menjelaskan relevansi tersebut:

Mengatasi isu sosial, seperti masalah kesehatan publik; dalam konteks
pandemi dan isu kesechatan masyarakat, mashlahah mursalah dapat digunakan untuk
mendukung kebijakan seperti vaksinasi dan penggunaan masker. Hal ini
mencerminkan usaha untuk melindungi masyarakat dari bahaya, yang merupakan inti
dati mashlahah. Hal ini memberikan penckana bahwa kesehatan masyarakat adalah
prioritas dalam pengambilan keputusan. (Rahmat and Oktavia 2024)

Pengembangan ekonomi, seperti inovasi dan teknologi; dalam era digital,
mashlabah mursalah memungkinkan adaptasi terhadap inovasi baru, seperti fintech dan
e-commerce, dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat dalam kebijakan yang
mendukung perkembangan teknologi. Kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan
yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga prinsip syariah. Maka
pentingnya penyesuaian hukum dengan perkembangan zaman untuk menjaga
kemaslahatan. (Yanti 2022)

Keadilan sosial, dalam hal ini seperti kesetaraan dan hak asasi manusia.
Bahwa penerapan mashlabah mursalah dalam konteks hak asasi manusia menunjukkan
komitmen untuk mengedepankan keadilan sosial. (Fatmawati, Rahman, and Afriza
2024) Misalnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan
terthadap kelompok rentan dapat dilihat sebagai bentuk penerapan mashlabhah, seperti
keterlibatan perempuan dalam parlemen.

Konteks global dan interaksi antar budaya, hal ini seperti dialog antar
agama dan antar budaya. Dalam dunia yang semakin global, mwashlahah nursalah dapat
berfungsi sebagai jembatan untuk mendorong dialog antaragama dan budaya.
(Masduki  2018) Mengedepankan kemaslahatan bersama dapat membantu
mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan, mengakibatkan pentingnya
pemahaman lintas budaya dan agama untuk mencapai harmoni sosial. (Huda 2013)

Isu lingkungan; penerapan mashlabah mursalah dapat mencakup kebijakan
yang mendukung keberlanjutan lingkungan. (Annisa and Harahap 2023) Misalnya,
regulasi yang mendukung praktik ramah lingkungan dapat dilihat sebagai upaya untuk
menjaga kemaslahatan generasi mendatang, maka pentingnya menjaga lingkungan
demi kemaslahatan. (Ramadhan 2019)

Mashlahah  mursalah memiliki  relevansi yang tinggi dalam konteks
kontemporer, memberikan landasan untuk merespons isu-isu sosial, ekonomi, dan
lingkungan dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip ini secara bijaksana, sehingga dapat menciptakan
kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.
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Implikasi dan Konsekuensi dari Mashlahah mursalah

Implikasi dan konsekuensi dari mashlahah mursalah sangat penting untuk
dipahami, karena dapat mempengaruhi kebijakan, praktik sosial, dan hukum dalam
masyarakat serta efek dari mashlahah mursalah ini bisa bersifat positif, bahkan bisa
negatif, hal ini tergantung terhadap siapa yang memakai mashlabah mursalah ini.
berikut penjelasannya;

Implikasi Positif

Implikasi positif; meliputi dua hal, yaitu;

Pertama; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Mashlahah mnrsalah sering
digunakan untuk mengatur kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. (Rahmat and Oktavia 2024) Misalnya, dalam bidang kesehatan, hukum
yang mendukung vaksinasi dapat dianggap sebagai mashlahah mursalah karena
bertujuan untuk melindungi kesehatan publik.

Kedua; Fleksibilitas dalam Hukum: Penerapan  mashlabah — mursalah
memberikan ruang bagi penyesuaian hukum yang lebih dinamis, (Supriatna 2023)
sehingga memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan kondisi sosial
yang berubah.

Konsekuensi Negatif

Potensi penyalahgunaan: terdapat risiko bahwa konsep washlahah mursalah
dapat disalahgunakan untuk mendukung kebijakan atau tindakan yang sebenarnya
tidak sejalan dengan prinsip syariah. (Anam 2020) Hal ini bisa terjadi jika pihak
tertentu mengeksploitasi ide kemaslahatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena mashlabah mursalah ini adalah sumber yang tidak disepakati, serta
mashlabah ini bersifat bebas/ mutlak, maka tetjadi perbedaan pandangan di kalangan
ulama tentang batasan dan penerapan mashlahah mursalah. Beberapa ulama menolak
atau membatasi penerapannya, sehingga bisa menyebabkan ketidak pastian hukum
dan ketidak serasian dalam masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebutlah kiranya imam Syafi’i menolak istinbath
hukum dengan mashlahah mursalah ini, dibalik keberadaannya secara pendukung nash
tidak ada dan juga didukung oleh z#yatnya Imam Syafi’i, yang dalam artian Imam
syafi’i memakai dalil yang pasti-pasti saja dalam istinbath hukum. Walaupun ada
ulama yang membolehkan pemakaian ataupun membatasai pemakaian mwashlahab
mursalah, maka perlunya konsensus di kalangan ulama agar penerapan mashlahah
mursalah tidak menimbulkan perpecahan antar umat.

Implikasi Sosial

Penguatan nilai-nilai etika; penerapan mashlahah mursalah dapat memperkuat
nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat, (Ibrahim, Rusdaya, and Saidah 2024)
misalnya, melalui kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia,
schingga pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Peningkatan partisipasi publik; pentingnya partisipasi masyarakat dalam
mencapal keadilan dan kemaslahatan, (Majid and Saputra 2020) dengan memberikan
perhatian pada kemaslahatan masyarakat, konsep ini dapat mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan ruang dialog antara
pemerintah dan warga.
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mashlabah mursalah
memiliki implikasi dan konsekuensi yang luas, baik positif maupun negatif. Penting
bagi para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan secara matang sebelum
menerapkan prinsip ini, agar hasilnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat
secara keseluruhan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mashlabah  mursalah berdasarkan impilkasinya bahwa metode ini sangat
membantu dalam perkembangan hukum Islam terutama pada masa kontemporer ini
karena sangat elastisnya. Dan konsekuensi dari mashlahah mursalah adalah bahwa
dikarenakan kemutlakan/bebasnya, maka hal ini sangat dikhawatitkan bisa disalah
gunakan dlam penetapan hukum. Disarankan kepada pihak yang akan memakai
mashlabah mursalah sebagai istinbath hukum agar menanggalkan segala unsur yang
melekat dalam dirinya yang akan mempengaruhi ijtthadnya menggunakan mashlahah
mursalah ini, sehingga istinbath hukum yang dihasilkan memang murni dan berlaku
untuk masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
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